BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 1 TaHUN 2023

TENTANG
EABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESa
BUPATI JEMBER,

f,,_.-"“

Menimbang : bahwa untuk melalrsanakan ketentuan Pasa] 2 &t’ﬁ]
Feraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 T mﬁfﬁiﬁam

; lik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
,_:_’,hagﬁflrnqﬂn& telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

L
" 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Bates Wilayah Kelapraia

T -

,,/ Surabaya dan Daerah Tingkat [I Surabaya cengan
Mengubah Undang-Undang Nemor 12 Tatiun 1950 tentang
/ Pembentukan Dacrah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Provingi Jawa Timur, Jawa Tengeh, Jaws Barat
dan Daerah |Istimewa Jogjakarta (Lembaran HWepara
Republik Tndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2730}
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

2019} Scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-



Undang HNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Humor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 entang
Pengesahan L0 Conpention Na 138 Concerning Minimum
Age for Admission fo Employitent (Konvensi 11O Mengensi
Usia Minimum untuk Diperbolebkan Bekerja] (Lembatan
Negara Repubik Indenesia Tahun 1999 Nomor 356,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3835);

5. Undang-Undang Nemor 3% Tatun 1999 tentang Hak Asasi
Marmsis (Lembaran Negars. Republik Indonesis Takun 1099
Memor 163, Tambghan Lembaran Negara R blﬁf//
Indonesia Nomor 3856);

6. Undeng-Undeang Nomer 1 Tehun EDEE g Pengesahan
Konvensi ILO Nomor 182 Concerii Frohibifisn and
Immedinte Action for }j;eﬂ'ﬂ rr"'. Ly

worst Forms. e

~" Bentul-Bentuk

untuk “Anak) (Lembaran Negers
;huﬁ/gmu Momor 30, Tambahan
1 et epublik Indonesia Nomor 2641);
// ,Uj dang Nomer 23 Tahun 2002 tentanp
; f‘j ungan Anak | Lembaran Negara Republik Indonesia
E-/-'Fl:‘:mhr.n11 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Hegars
T Republik Tndonesia Nomar 4235) sebapaimana telah diviah
/ dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undeng-Undeng Nemer 23 Tahun 2002
tenitang Perlindungan Analk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran
Negara Republil Indonesia Nomor S606);
8. Undang-Undang WNomor 13 Tahun 2002 tentang
Ketenagakerjaen (Lembaran Negara Ropublic Indoncsia
Tahnum 2003 Nomor 39 Tambahan Lemhbaran Negara Nomor
4279);



3.

10.

11,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Nogara Republik lndonesia
Tahun 2003 Momor 78, Tamhszhan Lembaran Negars
Republik Indenesia Momer 4301);

Undang-Undeng MNomor 14 Tghuno 2009 tentang
Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress ond Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Chilren,
Supplementing The United Nations Covernition Against
Transnotional Organized Crime [Protokel Untuk Mencegah,
Merindak dan Menghulcum Perdagangan Orang, tenttama
FPerempuatt dan Anak-Anak, melengkapi  Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pldana
Transnasional ysng terorganisasi) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambaha

Undang-Undang Nomor 352 Tah
Perkembangan Kepsndudukan da

ndonesia Tahun 2011 Nomor 82,
baran Wegara FRepublik Indonesia Nomor

/J ﬂ;ﬁ'ﬁffr;cbagaimana telah diubah beberape lkali, teralhir

13.

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20272 tentang
Ferubahan Kadua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang FPembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2022 Nomor 143, Tambghan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 68G1):

Undang-Uhdany Nemer 11 Tahun 2012 tentang Sistemn
Peradilan Pldena Anak {Lsmbaran Negare Republik
Indomesia Tahur 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53332);



14.

15. Peratiran Pemerintah Momor 87 Tahup 20

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanp
Pemerintahan Daerah  {Lembaran Megara Republlk
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambaban Lembaran
Negara Republikk [ndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomar 9 Tahun 2015 tentang Perubahon Kedua Atas
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  Megara Repuiklik
Indonesia Tahun 2015 Momeor S8, Tambehan Lembaran
Negata Republik Indonesia Nomor S679):

. Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2

Tehun 2022 tentang Qipta Kerja (Lembaran Negara
Republi Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan
Lzmbaran Nepara Republik Indonesia Nomor £841):
tentang
Perkembangan  Kependudukan /}}gﬂ Pernbangunan
Keluarga, Keluarga Berencaops jar

Heluarga (Lembaran Negara /Bep

em [mlormasi :
nuesia?;u:n/
2014 Nomor 310~ Tambahad f gara-Fepublik

Indonegla Norhor aGilldy: /

rasacn | Nomap 87 Tahun 2014 tentang

-‘ lang-Undang Nomor 12 Tahun

3-—FPembentukan Peraluran  Perundeng-

mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

jﬂ 4 HNomor 199) sebapaimans telah diubah dengan
Peraturan Pregiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubzhan atas Peraturan Presiden Momor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

- Peraturan Presiden MNomor 25 Tahumn 2021 Lehitang

Kebijaktan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

. Keputusan Presiden Momer 36 Tahuan 1990 tentang

pengesaban Convention on The Rights of The Child
(fonvensi tenteng Hak- Hak Anak):




20.

21

22,

23

24,

Feraturan Menteri Megara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nemor 13 Tahun 20 10 tertang FPetunmjuk
Teknis Kabupaten/Kota Layak Anal di Deso/Kelurahan
{Berita Negara R=publik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 51 1);
Feraturan Menteri Megara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlitvdungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijaken
Partisipasi Anak dalam Pembangpunan (Berita Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

Feraturan dMenteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak MNomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebjjakan Pengembangan Kabupaten/Hota Layak Anak
(Perita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Homer 12 Tahun 2011 tentang Indikates

Kabupaten/Kota Layak Anal: (Berita Nega blik
Indonesia Tahun 2012 Nemer 1693);
Peraturan Menteri Negars Pc i Iempuan dan

raran Ménteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Analt Republik Indonesia Nomor 08 Tehun
2014 tentang Sekolah Ramah Anak [Berita Hegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

- Peraturan Deagrah Frovinsi Jawe Timur Nemor 2 Tehun

2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungsr Anak
(Lembaran Daereh Frovinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomoer
2);

. Peraturan Daernh Ksbupaten Jember Nomar 4 Tahun 2008

tentang  Petlindungan Perempuan dan  Anak Korban
Eekerasen  Kebupaten Jember fLembaran Deerah
Rabupaten Jember Tahun 2008 Nomeoer 4);




29, Peraturan Daerabh Kabupaten Jember Nomor & Tahun 2G16
tentang Pantuan Hulnrm bap! Masyarakat Miskin [Lembaran
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomar 6);

30, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Homer 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Digabilitas [Lembaran Daerah Kabupaten Jamber Tzhun
2016 Nomor T).

Dengan Persetujuan Bergsama
DEWAN PEEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN JEMBER
dar
BUFATI JEMBER

MEMUTUSMAMN ¢

2
- 3.  Bupata
4. Dewan fgwﬂ'ka@m Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD&iﬁbupaten Jember,
rangkat Daergh yang selanjutmya disingkat PD adalah Perangkat Daerak
/"f Kabupeaten Jember,
Masyarakat adalah persecrangan, keluarga, kelompek, dan organisasi sosial
danfatay crganisas] kemasvarakatan.

7. EKeluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri,
atan suami istri dan Anakoya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan enalmya,
atau keluarga sedarah dalam garis hirus keatas atay kebawah sampai dengan
derajat katlga,

8. Orang wua adalah ayah danfatau ibu kandung atau ayah dan/atay ibu tiri,
ayah danfatay ibu anghat.



Q. Ansk adaleh scescorang yang belum berusiz 18 [delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10. Hak Atiak adalah bagian dari Halk As=si Manusia yang wajit dijamin,
dilindungl, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masvarakat, Megara,
Pemerintah dan Pemerintal Dacrah.

11. Laysk Anak adalsh kondisi fisik suats wilayah yang didalamnya terdapat
prasarang dan sarana yang dikelola sedemikian mipa sehingga memenuhi
prasyarat mimimal untuk kepenlingan turabuh kembang anak secara schat
dan wajar serta tidale menganding unsur yang membahayekan anak
sépanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-utidangan yang berlalu.

12. Kabupaten Layak Anak yang selaniutiya disingkat KLA adalah Kabupaten
dengan sistem pembangunsn yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan
Ferlindungan Khusus Anal yang dilakukan secara terencans, menychiruh
dan berkelanjutan, /

13. Penyclenggaraan KLA adatak svrangkalan kegistan pem
pelayanan  publik untuk  Pemenuhan Hak  Apak u ajikr

disediakan Pemerintah Daerah secara tetintegrasi_di
a kchual:
«mg/sﬁi

menganggarkan, melaksanakan, dan  mefemig]
z} 0l | FEEa ) Ry ptmdmg.

Program, kegia.mn untik mf.nc e

kewenangan wang hardae

undangan yang berls l

14, Indikator ads ah i 18 fre] 1
nilai-kerhaf He H ﬂ

/ antuk t : .:

L 15. Ramah ada dis{ yang aman, bersih dan sehat, peduli dan
berbud !}jngﬁé;:z;p, mAEL Mmenjamin, memerahi, menghargai Hak
An Petlindungan Anal dari kekerasan, diskriminasi dan perlaktian
salah  lainnya serta  mendukuong partisipazi anak terutame dalam

affi mengukur dan memberikan
mengupayakan terpeanuhi Hak Anal:

,,f*'“"f perencanasn, kebijakan, pembelajaren, pPengawasan, dan mekanisme
pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindy ngarn Anak sspanfang sesuai
ketentuan Pergtucan Ferundang-undangan yang berlaku.

15. Rencana Aksi Dasrah Kabupaten Layal: Anak yang selanjutnya disingkat
FAD-KLA  adalah  seranghalan  kebijakan, program, Kegiatan, dan
renganggaran pembengiinan dan pelayanan publik selama 5 {limal tahun
Yang wajib disediakan Pemerintal Dserah umbule Pammenuhan Hak Anak di
dalumm mencapai indikstor KLA sepanjang sesual kewenangan yang ada

berdasarkan ketentasn peraturan perundang-undangan yang berlakun.



17. Perlindungun Khusus adalsh suatu bentuk perlindungan yang di terima cleh
anol: dalam situa=i dan kondisi tertentu untuk mendapatikan jaminan rasa
aman terhadap ancaman yang membahayakan divi dan jiwa dalam tumbuh
embangnya.

15. Gupgus Tugas HKLA adalah lembaga keoordinatif di Daerah vang
mengkeoordinagilzan kebijakan, program, dan keglatan untuk mewujudkan
KLA.

19. DeszafKelurahan Layak Anak adalah pembangunan desafRelurahan yang
menyatukan komitmen dna sumberdaye pemerintah desafkelurahan yang
melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desafhkelurahan
dalam rangka mempromoesikan, melindung, memenubi dan menghormati
hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

20, Kelompok Herja DesafKclurahan Layak Anak adselah kelompok yang
mengloordinasikan  kehijalan, program, dan  kegiatan, un
penyelenggaraan Desa/Kelurabhan Layak Anak yang berangpotak

Pembinaan Kesejahterszan  Keluarga  (PEE)
keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, mknr

sesilal Kewenangan yang lash :
undangan yang b ,\ r
21. Erkolah Yan | p n formal, nooformal, dan
//iqu al yan s hﬁc,/piluh dan berbudaya linglumegan

- hidup, :
/ perlind

J.ml r'f‘rl.‘éfenuhi menghargai hak-hak ansk dan
Serta 1

kelzerasan, diskriminas], dan perlakuan salah lainonys,
g partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan,
pembElajaran, pengawasan, dan mekamisme pengaduan terkait Pemenuban
-~ Hak dan Perlindungan Anak di pendidikan. '
//;2. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberiken pelayanan
kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan
kebutuhan anak zepanjang sesual kewensngan yang szda berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang sssuai
kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku,
Z3. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana angpotanya menipakan
perwakilan derl kelompok anak aweu kelompok hegiatan anak atau
perseorangan dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyaluckan



azpirasl, suara, pendapat. keinginan, dan kebutuhan anak delam prosas
pembengunan

24, Perlindungan Anak adalah segala heplatan untuk menjamin dan melindunpi
anak dan hak-habnya agar dapat hidup, tumbub, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta
mendapat parlindungan dar] kekerasan dan diskriminasi,

25. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidana dan anak veng menjadi salsi tindal pidana.

26. Anak yang menjadi korban pornografi adalah anale yang menpalami traums
atau penderitaan sehagat akibat tindak pidana pornogral,

27. Perdagangan Anak adelsh tindak pidana yang mengandung unsur-unsur
tindakan-tindakan perekrutan, penganglutan, Penampungan, pengiritoan,
pemindahan, atau pensrimaan seseorang sepanjang masuk ke dalsm ruang
linghkup prngertian anak dengan ancaman kekeragan, penggunaan kekstazan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgungan kekuasazn
atau posisi rentan, penjeratan Utang atan mamberi-e a@ Ataln manfaat, L

° #ﬂ:ﬂd:]_i}s/
5 lIr A1) antar
gf’mriuaplnitasi

i (b n te [Fplhitasl  sepanjang  sesuai
{ang I-! E berladu.

T]:%ncl | FUAR-T iap tindakan vang dilalcukan secars

/f'" E;ngj'; n kekuatan atan tenaga fisike, balk dalam

sehingga memperoleh persetujuan dari orgng e

orang lain tersebut, baik yang dilakdken df [daldm| ks
negara, untuk mjuan eksploitos
atau mengakibatka” o 1

ketanivan
28 Ke

sengaja

|
benluk a carpen’ ataupun  tindakan  nyata, terhadap enalkt yang

mengald ﬂﬁ’f atau  diperkitrakan  dapat menyebebkan cedera, Iulka,
k ian, “luka® psikis, gangguan atau penyimpengan perkembangan atau
pertumbuban sepanjang sesuai kstentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

29. Keltarazsan Psikis pada anak adalah perbuatan vang mengakibatksn
ketalutan, hilangnya rass percaya din, hilangnya  kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anglt
a¢panjang scsuai ketentvuan peraturan perundang-undangsn yang berlaloy;

30, Perkawinan Anak adalah perlawinan yeng terjadi pada w2ia anak sepanjang
sezuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlafa.

31. Penmyandang Disabilitasi adaiah setap orang yang mengalami Letsrbatasan
fizik, intalektual, mental, dan/atau sensorik dalam Jangka wakiu lame yang



dalem berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambsetan dan
kegulitan untuk herpartisipasi secara pemih dan elcktif dengan warga negara
lainnya berdasarkan kesamgaan halke:

32. Penclantaran adalah tindzkan pengabaian pemenuhan kebutuhan dazar dan
pengasuban, perswatan, serta pemeliharaan sehingga menggangga atau
menghambat tumbub-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam
situasi bahaya sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undanpan
yang berlaku;

33. Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai kesnsllaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan
fagama) secara individu maupun pembenarannys sebagai bagian darvi pada
makhluk sesial, misalnya perkelahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas
stpanjang scsuai kelencuan Peraturan Perundang-undangan yang berlalku:

34. Dunia Usaha adalah Usaha Mikry, Usahe Keeil, Usaha Menengah, dan U
Bezar yang melakukan kegiatan ekoromi i Indoneszia da::lbe}e gili i

Indonesia sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perund angen yaog
berlaky;

35. Media massa adalah sarena penvampaian pes ;‘%L 5 lﬂngau : "‘Mf‘f
dengat masyarakat luas misalnya, cadia, e sapATjang
sesuai ketentuan Feratura il a 2 +=1. W

36. Kebifakan KLA Pedotlan: 1 ' ; :-- iLA begi Pemerintah

Daerah untuk

3?1‘

» Jl:l = d esia Layak Anak;

L‘ g{‘m a-Zat Adiktif yang selanjutnya disinglat
ng dapar mempengaruhi kondisi kejiwaan

1ran, peragaan dan perilakua) seria dapal menimbulkan

i dan psikclogi sepanjang sesusi keteatan Pératuran
yndan/g-lundmganyang kerlaku.

T Bagian Kesatu

ALas

Pasal 2
Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik [ndonesia Tahuno 1945,

Bagian Kedua
Peinsip



Paznl 3

Frinsip Petyyelenpraraan KLA adalah -

&,

tata pemerintaban yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
leterbulkaan informasi, dan supremeai hukum;

non-Diskriminasi yaitu tidak membedakan suk, ras, agama, jenis kelamin,
bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisil
meaupun pskis anak, atau fakter lainnya;

kepentingan  terbaile bagi anak yaltu menjadikan anak achagai
periimbangan utama  dalam  setiap pengambilan  kebijakan serta
pengembangan program dan kegiatan;

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, den perkembangan anak, yaitu
menjamin hak untuk hidup, kelangsungae: hidup, dan perkembangsn anak

semaksimal mungking -

renghargaan terhedap pandangan anek, yaitu mengaknf dan m

-

/éanjw sesual kewenangan yang eda berdasarian ketentman Peraturan

—

Perundang-undangan yang berlalu, PFonyelenggarasn KLA dimaksudkan

untulc
2. menjamin rerpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbub, berkembang

bl‘

c.

dan berpartisipasi sccare optimal sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan, demi terwjudnya anak yang berkuslitas, berakhlak muoalia
dan sejahtera;

mergamin Pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakun rasa aman, ramah,
bersahabat;

melindung! anak dari ancamsn permasalabian sosial dalam kehidupannys:

d. mengembangitan porensi, bakat dan kreativitas anak;




¢. mengoptimalken peran dan fungsi kelusrga ssbagal basis pendidikan
pertama bagi enak; dan

[ memeguhi Keperlnan sarana dan prasarana dacrab dalam rangks
mencukupi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal

Bagian Kedua
Tujuan

Fagal 5

(1} S#panjang s¢suai ketentuan Peoraturan FPerundeng-undangan yang berlaing,

tjuan umum KLA untuk membangun inislatilf Pemerintah Daerah Yang

mengarah pada upaya transformasi konsep Halk Aosk ke dalam kehijakan,
program, Jdan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Daerah.

(2] Sepanjang cesvai ketentuan Peraturan Perundang-undangen yan aku,

Tuwuan Khusus Penyelengearasn KLA adalah:
a, mowwudkan komitmen bersams antara Pemerin
Tua, Keluarga, Masyarakat, Qrganizasi M

upaya mewujudlican pembangan

dan I{epcnhngan terbatl -3 mTluh menjad]
‘ EJJ. rr//‘;'ang Maha Esa,
flring, + Inandiri, dan meojadi warga

V.

fumber . daya manusia, k&uangan SArAtE,

ng jawab;

- mengimplementasikan LA melalui perumussn stratesi dan perencanazn
pembangunan daerah secara menyeluruh dan berleelanjutan sesvai dengan
indikatar KLA; dan

d. sebagai daser bagi PD dalam menentukan den melaksanalan kebijakan

yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB INT
RUANG LINGKUP, DAN SASARAN



Bagian Keszana
Ruang Linglup

Pasal 6

Sepanjang zesuai ketentuan Peraturan Parundang-undangsn yang berlalon,

Fuang lingktup Fenyelenggaraan KLA meliput:

a. asas, maksud, tujuan dan prinsip KLA,;

b. ansaran dan tahapan KLA;

¢. kewajiban dan tangpang jawab;

d. Permenuhan Hak Analk:

c. kewajiban Anale;

I. kelembagaan;

E. Lingkungan Lavak Analk;

h. Indikator KLA; ~—
PETEnN BeTHA; o
koordinasi: e

- Perlindungan Khusus Anak; ,/’/,:
pengheargaan;

m._ sanksi: dan

Il

i

. ketentuan penutup,

e
P
s

A
el w |
// | ,IE f"/ Pasal 7
semual ketentuan petatiran perundang-undangan Yang berlaku,
nyelengearaan KLA meliputi sagaran antara dan sasaran akhie.
“Sepanjang sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yeng berlaku,
- sasaran antara acbagaimana dimalksud pada ayat [ ) meliputi:
a. Lembaga Pemarintah Daerah;
b. Lembaga Perwakilan PRakyat Daerah sebagai unsur penyelengeara
Femerintahan Dasrah;

o Organisasl Non Pomerintah;
d. Dunia Usaha;
& Basyarakat;
. Mcdia Massa, dan
# Forum Anak.

-
(I} Bepargan
Sas




(3] Sepanjang sesuni ketentuan Peraturan Perundang-undangen yang berlaln,
sasaran akhir sebagaimana dimalsud pada ayat (1) adalah yang ditzrapkan
pade analk,

BAR IV
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Hmum

Paszal 8
1) Tahapan Penvelenggaraan KLA, adalah meelipat:
a. perencanaan KLA;
b pra-KLA;
<. pelaksanaan KLA;
d. evaluasi KLA: dan
€. penetapan Peringkat KLA
(2] Pemerintah Dacrah bertanggung jawab terhad
sesual kewenanpan yang ada
undangan yang berlakn,

e

-
Tahapan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat {1) huruf a
ti:rdin

EE-I:la.t'asl,

,—“"f b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
o, profil KLa.

FParagral 1
Deklarasi
Pasal 10

Deklarasi schagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf a meripakan perwujudan
komitmen Daerah dalam mengawali penyclenggaraan KLA.



Faragral 2
FPembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11
Pembentukan Gugus Tugas KA sebagaimana dimaksud dalem Pasal 2 huruf b
adalah :
a. Bupati membentuk dan memberhentikan Gugus Tugas KLA; dan
h. keerggotaan, tugas, dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan lebilh lanjut dengan Keputusan Bupatli sesuai ketentuan
Peraturan Perundang- undangan.

Paragral 3
Profil KLA

Pasal 12
Profil KLA scbhagalmana dimaksud dalam Pasal ¢ hural ¢ dis
Tuga=z KLA yang berizi data dan informasi yang
pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah

@F

d dalam Pasal € ayat (1) huruf b terdin dari:

kondist

pan Pra-
&, penilaian

b. penyasy

Paragral |

/"/ Panilaian Mandiri KL4

Pasal 14
Penilaian Manditi KLA s¢bagaimans dimaksud dalam Pasal 13 hurui a terdici dadi:
a. Kelembagaan, yang terdirl atas indikator
1} Feraturan Daerah tentang KLA;
2] penguatan kelemnbagsan KLA; dan
3) perany lembaga masyaralaat, media massa, den dunia usaha dalam
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Analke.



L. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikaior:
1) Anak yang memilild kutipan alta kelahiran;
2) ketersedizan [asilitas Informas] Layak Analk (ILA); dan
3 pelembagaan partisipasi anak,
¢, Klaster Lingltungen Kelnarga dan Pengasuhap Alternatil, yang terdiri atas
indikatot
1} pencegahan perkawinan anak;
2] penguatan kapesitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan
anak bagi crang tua/kehiargs;
4) Pengembangan Anak Usia Dini Heligtik dan Integratil (PAUD-HI);
4} standardisasi lembaga pengasuhan alternatf dan
a} ketersediaan infrastrukmr ramah anak 8t rusng publik,
d. Klaster Keschatan Dasar dan Kesefahteraan, yang terdiri atas indikator
1] persalinan di lasilitas kesehatan; //
2) status gizi balita;
3) Femberian Makan pada Bayl dan Anak (PMBA) usia di ba
4] fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anal;
5] lingkungen schat; dar

6) ketersediaan Kawasan Tanpea lejgk ’E
Sponsor {IF2) rokok. T
. Klaster Pendidilkan,
terdiri ataa H;d FW
1) ﬁ a |

1 Sekolah = j

d) ketersed k/hmnﬂuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatil yang
ramah

I. Klas erlmdungan Khusus, vang terdiri atas indikator:

pelayanan bagi anak korban kekerazan dan eksploitasi;
/’// d) Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Benwuk-Pentuk Fekerfaan

Terburuk untuk Anak (BPTA):

3 pelayanan bagi analt korban pornografi, Narketila, Psikotropika, dan Zat
Adiktf lainnys [(Mapza), dan terinfeksi HIV-ALDS;

4) pelayanan bagi anak kotban bencana dan konflik;

9 pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan
terisolasi;

6} pelayanan bagi anak dengan Perilakm Soslal Menyimpang (PSMI);



7} pemyclesaian kasus Ansk yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melaluij
diversi [khusus pelalu); dan

Bl pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi akikat
dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Grang Tuanya.

Paragraf 2
Paryusunan RAD-KLA

Pasgal 15

Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huraf b terdin dagi -

a.  RAD KLA merupekan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan
berbaged program dan keglatan yang secera lzngsung dan tdak langsung
mendubong perwijudan KLA;

b. Delem meoyusun RAD KLA agar mengacu pada Persturan Presiden tentaj’gff"ﬁf
Kebijakan KLA, Delumen Nastonal Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nagional
Fenyelenggaraan KLA, dan Dekumen Perencanssn Pem fian Daerah

{Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dﬂraraj; . ehicana Heuja -

Pemerintah Deerah (RKPD)/Rencana sui:ﬁg vﬂ enshra PDJfEencan},f

Kerja Satuan OFD (Renja QPD)); e KL@ | o

i enuhan Hak
Anak dalaim 3 (lima) itwl:| | -

<. RAD KLA merupakan upaya 3 pen

Bagian Eccmpat
Pelaksanaan KLA

Pasal 16
(1) Sepanjang sesusi kewenangsan yang ade berdasarkan Ketentuan Peraturen
Perundang-undangan yang berlaku, tshapan pelaksanaan KLA sebageimona
dimaksud dalatn Pasal & ayat [1) huruf ¢ dilakukan oleh Gugns Tugas KLA
sesval kebijakan, program, dan kegiatan yang termuang dalamm RAD KLA.
(2) Sepanjang sesutlai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan  yang berlaku, dalam  pelaksanaan  sebagsimana



dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA dapet bekerjasama dengan
masjyarakat, dunia usaha, den media massa secara terencana, menyelartih,
dan berkelanjutan.

i Sepanjang seual ketsntuan Peraturen Perundang-undangan vang berlaku,
p¢laksensan  ketentuan  scbageimens dimaksud peda ayat (2) harus
memperhatikkan keterlibatan dan masukan analk termasul Forum Analk,

Fasal 17

(1) Dalam pelaksanaan KLA stbagaimana dimaksud dalem Pasal 16 syet (1)
dilalukan pemantauan.

(3} Pemantanan sebagaimana dimelksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengukur kemajuun pencapajan indikator KLA pada tshun berlajan,
memastikan kesesusian dengan rencana alesi, serta mengidentifikasikan
dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat
diambil tindalcan sedini munghin,

Bagian kelima

Evaluasi I{Lﬁf‘,ﬁf"f ﬂ

(1) i A bhgsingnd dirs al 8 ayat {1) huraf

/’/lm
(3
a.__#ha yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh indikator KLA:
b. evaluasi dilakubkan setiap tahun; dan
T ¢ evaluasi dilalukan mulai dard tingkat Keturahan/Desa, Kesamatan,

sampei Daerah.
(4] Tahepan evaluasi HLA sebageimana dimaksud pade ayat (1) dapat
dilaksanakan cleh tim indspenden sesusi ketentuan Peraturan Perundana-
undangan,

Bagan konam
Penetapan Peringkat KLA



Fasal 1%
(1) Penetapan peringkat KLA dilsloukan melelui pepilaian pencapaien indikator
KLA di Eabupaten/Kota,
2] Tahapan Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Passl 8 ayat
{1} huraf & dilakuken dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan olch
Menterd.

BAD YV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAR

Bagian Kesam
Kewsgfiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Dacrah

Fas=al 20
(i) Pemerintah  Dasrah  berkewajiben dan bertanggung jawab me
Pemenuhan Hak Ansk tanpa membedakan suku, agams, ras

kelamin, etnik, budaya dan babasa, status hw
kondisi fisik dan/atau mental. ERE

(2] Pernerintah  Daerah  berkewajiban
melindungi, dan menghormati Hak

melal:zanak
(2) Pemed
tnendukung ko i am penyekenggaraan Perlindungan Anak di

f-""f deeraly,

{J) Kebijakan e aimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui
up <rah membangun KLA.

__{ByPemerintah Daerah berkowsfiban dan bertanggung jawab metiberikan
e dulungan sarana, prassrana, dan ketersediaan surnber daya manusia dalam
penyelenggaraan Perlindungen Anak. '

(7] Femerintah Daerall berkeswajiban  dan bertanggung  jawab  menjamin
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Ansk dengan memperbatilan
hak dan kewajiban orang rua, wali, atau orang lain yang secara hukum
bertanggung jawab terhadap anak,

(3] Pemerintali Daerali berkewsjiban dan  bertanggung  jawab mengawasi
penyelenggaraan Perlindungai Analc,



(%) Femerintah Draerah berkewsjiban dan bercanggung jawab menjamin anak untule
mempergunakan heknya dalam menyampailkan pendapat acsuai dengan usia
dan tingkat Kecerdazan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Orang Tua/Wali dan Keluarga

Pasal 21
(1) Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewsjiban dan bertangeung jawab untuk :

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindung analk;

b. menumbuhkembanglan anak sesuel dengan kemampuen, bakat, dan
minalnys;

c. mencegaly terjadinya perhkewinan pada usia anak; dan

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti E/gl,;f"'f
anak, "

(2} Dalam hal grang tua tidak ada, atau tidak dilkketahui kebe
karena suatu sebab ddak dapat melalsanakan raji tangeung
jawabn}ra. sebagalmana dimalksud pada a:,rat 1 :

(1) Anak di r//\

perlindu arl tindak Kekerasan flsik, psikis, kejahatan seksual dan
lminnya yang dilalikan oleh pendidil, dan tenaga kependidikan,
~eesame pescrta didik, dan fatau pibeak lain.
- [2) Perlindungan ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalakan oleh pendidile,
tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/ateu masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 23



(1) Eewajiban dan tanggung fawab masyarukat terhadap Perlindungan Anak
dilakesmakan melalui keglatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan
Petlindungan Anak.

{2} Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilaksanakan dengan melibatkan Organisesi Kemasyarakatan, Akademisi,
Dan Pemerhati Anal:

BAB V]
PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 24
[1] Sepanjang sesuz Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang beslakn
Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA delam rengka memenubi -
hak-hak anak
(2) Sepanjang sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan yan fbﬁf
Peranglat penyelenggaraaan KLA meliputi Pembangunan Pelayanan
Publik, Keluarga Ramah Anak, Lingkungan Rama lah Rarmah
Anuk, dan Pelayanan Kesehatan Ramah An

(¥] Sepanjang sesuai ketentuan porat
Pemerintah Daerah di d /mtm}p;,ﬁ:ﬂkan
Indileator KLA, _ i ] =
i ,f’f

(4) Indikator K

5. klasber

,,.f”f 1} Hak si :i_énh;a san;

2] Ling ga'ﬁfl-;luarga dan pengasuhan alternatif;
3] Késehatan dasar dan Kescjahteraan;
4] Pendidiken, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budagra; dan

P,

—

o 3] Perlindungan khusus.
[3) Penguatan kelembagaan sebageimana dimaksud ayat (4) hurif a meliput:

8. adanys peraturan perundang-undangan dan kebjlakan umtulk Pemenuban
Hak Anak dan Perlindungan Ehusnus Anak:

b. persentage anggaran untuk Prmenuhan Hak Anak dan Pedindungan
Khusus Anak, termasuk anggaran untuk penguatan Kelembagaan;

€. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijaken, program dan kegiatan
yvang mendapatkan masulan dard Forum Angle dan kelompok anak lainnya;

d. tersedia sumber daya manusia terlatib FKoovers! Hale-hak Anade fKHA) dan

mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan:



e. tersedia data analk terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan:

f. keterlibatan lembage masyaralat dalam Pemenuhan Hak Ansk dan
Perlindungan Khusus Anak: dan

g keterlibutan dunia usahe dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan
Khusus Anal,

BaABE VI
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kasaty
Hak Anak

Pasal 25

Pemenuhien Hak Anak meliputi : /
a. hak sipil dan kebebasan;

b. lingkungan kelnarga dan pengasuhan alternatif; /
¢. kesehatan dasar dan kesejahteraan; /

d aya;

B

- pendidikan, pemanfaatan wakiu ]ujri;i}j;a’h ?%
. petlindungan kbusus, : l‘,\

B, hei perlindungan identitas;
A&k berckspresi dan mengsliarkan pendapat;
" d. hale berplkic, berhati nurani, dan beragama;
¢. hak berorganisasi dan berkumpul! secara damai;
[. hak ata= perlindungan kehidupan pribacdi:
g. hak altses informasi yang layak; dan
h. hak bebas dari penyiksaan dan pepghukuman lain yang kejam, tidak
manusiawl, atau merendalkan martabat mantsis.

(2) Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undengan yeng berlakuy,
ktluarga memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikuc



a.
k.
c.

d.

mengurus Akle Kelahifran Anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setslah
anak dilahirkan:

memberikan  meang  uotuk  berkumpul dan berorpanisasi merta
mendengarkan anak untk mengeluarican pendapatrys;

mengawasi anale dalam mengakscs berbagai informasi serta menyediakan
informasi vang s=hat dan aman; dan

melindungi lkehidupan pribadi anak dan tidalk mengeksposs tanpa seijin
anglk,

(3] Jepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarksn ketenbuan Peraturan
Ferundang-undangaty vang berlaku, Pemerintah Dasrah menyediakan fasilitas
untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagal berikut:

W

mengelengearaltan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembustan
akio kelahiran;

b. melibatkan anak: melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecam

C.

dan kabupaten delam musyrawarah rencana pembangunan OruIm-
ferum lainnya yang sejenis;
mﬁnyediakan cail center anak sebagsi sarana

Pazal 27

(1} Setisgranak berhak mendapatkan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
Alternatif terdiri dari :

. bimbingan dan tanggung fawab crang tua;

anak yang terpisah dari oranpg naa:

reunifikasi, yaitu proses mengembaliken anak vang berada dalam
pengasuhan lembaga asuhan anak kepada orang tue atau keluargs
déngan tujuen agar anak memperoleh perlindungan, perawatan, dan stams
pengasuban yang petmanen;

pemindahan anak secarca ilegal

e. dukungan kesegjahieraan bag anak;

analt yang terpaksa dipisahkan dari linglounpan keluarga;




£- pengangkatan fadopsi anok;

h. tinjauan penempatan sacara berkala; dan

1. kekerasan dan penelantaran.

(2} Sepanjang scsval ketontuan Peratnwran Perundang-undangan yang bedakou,
keluarga memenuhi Hak Lingkungsn Kelvarga Dan Penpasuban Alternarif
berupa:

d. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas,
menjapa keharmonisan keluarga, dengan selalu memperiimbanglkan yang
terbaik bagi anak, sesuai kondist dan kemampuan crang tus;

b, mencegah terfadinya parniktaban pada usia dini serta menjaga anak untak
tidak terjebak dalam pergavlan bebaz, budaya permisivisme, dan terhindar
dari MAPZA, HIV dan AIDS serts terlindung darf pornograf;

<. memberikan pendidikan keagamean dan menanamkan nilai-nilai labur
sejak Jdinl kepada anak;

d. memberikan wawasan kebanpsaan, kepahlawanan dan beln negara-Sejak
dini kepada analp
2. memberikan pendidilian praniltah bagi anak _*,ran
f memberikan dukungan kesejahteraan. ﬁ
{3 Sepanjang sesumi kewenangan yanp-fAds bk furan
Perutidang-undangan yan alfil, -...! : -: ariak a_kan fasilitas
untuk memenuhi ng KamEAR Eldiga it (13 ir' - gasuhﬂn Alternatif

,m‘éllfn‘h// ﬁ syts i' E-p qtftapl anak yang orang tuanya meninggal

/ maup r% ng se pRa tidak memungkinkan menguris anak;
b. ml:m nﬁﬂcscjahmaan;
C. me al-: tumbth Kambang anaks
}mﬂﬁl‘:ngj anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manuslavi dan

merendahlean mertabsat manusia;g
// ¢. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pela asuh anek yang baik;
f. dapat berperan membantu keluarga dalam menjalanlcan kewsjibannya; dan
g menyelengparakan program pendidikan pra-nikah,

Bagian Keempat
Permenuban Hak Kesehatan Dasat dan Kesefahteraen

Pasal 2B



i1} Setiap anak berhak mendapeatkan Hek Keschatan Dasar dan Kescjahtoraan,
tardin dari :

tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan Ibu;

gizi yang baik sejak dalam kandungan;

air seusU 1bu sammpad vsla 2 ([doa) tahun;

imunisasi dasar lengkap:

pemeriksaan kesehatan balita secara bericala;

lingkungan bebas asap rokol;

kesadiaan alr bersih;

akses jaminan sosial;

perlindungan dan rehabilitasi dari NAFZA, HIV dan AIDS;

ketersediaan sanitasi dan ingkungan hidup schat; dan

. mendapatlan Stimulasi Deteksi Intervensi Dinl Tumbuh Kembang.

{2) Sepanjang sesual kefentuan Peraturan Perundang-undangan yang ber
keluarga memenuhi Hak Kesehatan Dasar Dan  Kesejahite
schagaimana dimaksud pada ayat [1).

P oe oo

Ll A L )
- f

#

{3) Sepanjang sesusi kewenangan yang ada berdasark n Peramiran
Perundang-undangan yvang berlaku, Pemerinis

Pemerintah danjfatau di tompat-

fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap
Dinasf Lingkungan;

E. vediaan air bersih;

f. penyediaan ruang terbuka hljau, tempat bermain anak, lingkungan yang
berzih, sehat dan nyaman disetiap desafkelurahan; dan

¢. Fasilitas yang bertujuan menunmkan angka kematian ibu melahirkan dan
angka kerpatian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi
den standar kesehaten.

Bagian Kelimz

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Wakiy Luang dan
Kepiatan Budaya

m



Pagal 29

(I} Setap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan wakoy
luang dan kegiatan budaya, terdid daci

a.
b.

S SR

hak uatuk mendzpatkan Pendidikan Anak Usia Dipi;

hak mendapatlian pendidikan sesual kebijakan wajib belajar 12 (dua belas)
tabun;

hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan;

hak mengembangkan bakat, minal, kemampuan dan Kreativitas;

hak unituk berckraasi: dan

hak memiliki waktu Juang untuk beristitahat dan melakulsm berhagai
keglatan seni, budaya dan vlahraga.

{2} Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
keluarga memenubi hak peadidikan, pemanfaatan walsiy luang dan kegiatan

3
k.

A,

C.

memberikan wﬁk!{g,E%

budaya, diantaramya :
- menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usta dini;

berperan akidf dalamm mensukseskan walib belajay 12
dengan membangun komunikasi terkait ke i engajar di -
sckolah, dengan plhak sekolah; //
mengarahkan dan memberikan
minat, bakat dan L'.:re.atw

emenuhi hak, pendidikan, pemanfaatan waleey Ihranpg dan kegiatan
ya, dlantaranya : ..
menyelenggaralan pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dmi dan
pendidikan non formal dengan menyedialan perangkat yang mendukung
kebijakan wajib belajar 12 fdira belas) tahun termasuk menyediakan sarana
dan pragarana pendidikan yang merats, memperhatikan kesefahieraan
gurtl, dan peninghkatan kualitas kuciloaluns

membetikatt kesemmpatan yang seluas-luasnya kepeda anak untulk
memperoleh pendidikat dan membarlkan kesempatan dan aksebilitas beagi
anak penyandang disebilitas untuk mempercleh pendidikan:

memfasilitasi penyelenggaraan pendidiken keagamaan,



d. menyclenggarakan pendidikan inklusi bag ansk penyandang disabilitas;

¢. menyelenggarakan penerimaan  peserta didik baru  secsra objektif,
transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;

. mengoptimalkun pendidikan keteratnpilan;

£ menyedialan taman kata, taman bermain, gedung kescnian dan gelanggang
olab raga sebagai wadah untuk mengassh dan mengembengken balar,
minat dan kreatvitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga:

h. menyediakan prasarana pegalanen aman seperti Zona Selamat Sckolah
(Za53]), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Salwolahy

L. mewujudkan Sekolal Ramah Anak disetiap jenjang pendidikan:

). memberikan beasiswa bagl siswa keluarga tidak mampu;

k. memlasilitasi siswa putus sekolah df Sekolah Terbuka atau Pasat Keglatan
Belajar Masyarakat;

. memberizan penghargaan kepada siswa  berprestasi dalam I:ridang//
akademils, seni budaya dan olah raga;

m. mengaluarkan Iu:Ebijﬂ.l{B_n untul: penyelenggaraan pmdi i

, apar tidalk
melakakan
permbinaan, kecuall ierlibat tindak jl/fl}ﬂ I keputus

hulum yang tetap;

n. mcnyelcnggaraks_n masa \ﬂ‘]‘j{]

sehatan Sclmlah {(UKS) dan tempat ibadah.

iﬁ f dan tanpa

t’cfgéhas darl penjual makanan

e Bagian Kecnam
T FPemmenuhan Hak Perlindungan Khusus

[1) Setiap anak berhak mendapatkan hal: Perlindungan Khusys Anak, terdiri dari:
& Anak dalam situasi darurat karena kehilangan Orang Tua Pengasuh tempat
tinggal berhalt mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang,
perlindungan dan pendampingan secsra optimal;
b. ABH berhak mendapathen perlindungan dan akses atas tumbuh
kembangnya secara wajar dan berhak mendapatken keadilan restorative
dan prioritas diversi;



c. Anak dalat situasi eksploitasi secara elionomi dan selsugl, korban tindalk
kekerasan dalam keluarga, sekolah mavpun lingkungan, korban NAPZA,
HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking),
korban perdagangan anak balita, Penyandang disabilitas, dan korban
penelantaran,  berhak  mendapatkan perlindungan,  pengasuhan,
PenEawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintab Daersh

d. Anak dengan kondisi yang disebutican sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
bural a, huruf b, dan hunaf ¢, berhak uniuk tidak dicksploitasi oleh media
cetak dan elektronik untuk menjamin masa depaniya; dan

e. Anak dengan kendisi yang disebutkan sebagaimana diraksud pada ayat (1)
huraf &, buruf b, dan hurufl ¢, berbak unuk dilindungl darl stgma,
pengucilan dan diskriminas dard masyarukat.

(2] Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
setiap keluarga menjzlankan lungst dan tanggung jawabnya secara optim
dalarn pemernthan hak perlindungan khusus agar dapat terhindar dar
khusus sebagaimana dimalksud pada ayat (1).

[3} Sepanjang seswal kewenangan yang ada berdasa

Perundang-undangan yang berlaku, i
perlindungan khusus, di:mtaran}ﬂ
a4, menyusun program untyk-he all apgt dalam zitnasi
elisploitas] secara—Skshomi Her L LS enjadi korban tindak

bl

lzakeras HELaT : o H -:1 !I!I' LN Iillgkungﬂ.n, tidal: mmadi
/KD(JI‘EE e A, I-ﬂ al: B8, tidik menjadi kerban penculikan, tidak

bar, perdagingan anak ftraffeking), tidak menjadi Lorban

perd : garl.anak-alita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
INELL 1

b. Bm/u.a:r( akses layanan publik dan jaminan sosiad bagi anak
andang dizabilitas; dan
_._F',,.F-""

¢. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgzh, pantd
rehabilitasi dan pant asuhan.

BAB VI
EEWAJIBAN ANAK

Pasal 31
Setiap ansk berkewajiban untuk :
a. menghormati Orang Tua, Wali, Dun Guru;
b. mencintei keluarga, masvarakat, dan menyayangi toman;



<. mencintai tanah air, bangsa, dun negara;
d. menunaikan badah sesuai dengan afaran agamanys; dan
e. melaksanakan etila dan akhlsk yang mulia.

BADR IX
KELEMBAGAAN

Baglem Kesam
Gogus Tugas KLA

Paz=ai 32
(1] Bupati membentulz dan memberhentilan anggeta Gugus Tugas KLA,
<) Keangeotaan Gugus Tugas KLA terdivi dari:
8. wakil-waki] PD yang membidangi anak, baik secara langsung maupun id
langatng;
Unsur masyaralkat:

media massa;
duria vsaha; dan
e, perwakilan anal;

i3] Gugus Tugas KLA mempu
a. mmgﬂﬂrdiuasiigan;d/vm

Y

I =

. buat laporan penvelenggarsan KLA kepada Bupati sesara berkals
,// dengan tembusan kepada Gubernur, Mented yang menyvelenggarakan
e - urusan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri, dan Menteri rang
menyelenggarakan urusan dibidang Perlindungan Anak.
(4} Gugus Tugss ELA sebagaimana dimaksud pada syat (1] ditetapkan dan
diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan
Bupati sepanfang sesusl kewenangen yang ada berdassrkan ketentian
Peraturan Perundaag-undangan yacig berlaku.

Bagian Kedug



EAD-KLA

Pagal 33

(1} Sepanjang sesuai ketantyan Perabaran Perundang-umdangan yang barlaku,
FAD-KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA unnak Jangka waktu 5 (lhna) tahun
atau  sestai  dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Renhcana
Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Menegait dan Tahunan.

(3} Sepanjang scsuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlalu,
RAD-KLA memiliki program tehunan ¥ang mengacy pada tahapan pencapaian
KLA.

() Sepanjang sesual keteatuan Peraturan Pemundang-undangan vang berlalu,
RAD-KLA harus berbasis pada permasatahan dilapangan dan penyslesaiannya
gecars menyehunh.

(4) Bepanfang sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang I:lcrlal,im’//
EAD-KLA disosialisasikan kepada selurub PD, pemangku kepentt anak,
keluarga, dan masyarakat daerah secara umum.

(3} Ketentuan leldh lanjut mengenai RAD-KLA schagai
f1) ditetaplkan dalam Peraturan Bupati sepani
berdasarkan ketentuan Peraturan Perifding

nﬂ'an/&;dangan yang berlaku,

jak sisun  dalam RAD KLA dengan
y E‘anrr nyesualkan dengan Rencana Pembangunan
Mﬁ’siunal. Réncana Pembangunan Jangka Menengah
a 3trategis Daerah, Visi, Misi, Kebljakan, Program dan Keglatan

(1) Bepanjang sa

!r,.{-ﬂ}’ﬁ-AD KLA scbagaimana dimaksud pada ayar (1) meliputi upaya Penguatan

Kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster :

A, hak sipil dan kebebasan;

b. lingkungen kelugrga dan pengasuhan alternatif;

€. kesehatan dasar dan kescjahteraan;

d. pendidiken, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

2. perlindugan khusus.

(3} Dalam proses penyusunan RAD-KLA melibatlan kelompok analk termesuk

Forum Anak sepanjang sesuai ketentuan Peratiran Ferundang-undangan yang
berlak.



Bagtan Ketiga
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Fazal 33

(1) Sepanjang sesuai ketentvan Peraturan Perundang-undangen yang berlakuy,
untuk membanty pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 32 ayat 5 Bupati membentuk Sekretariat Ongus Tugas
KLA.

(2) Pembantukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sehagaimana dimaksud pede ayat
(1) ditetapkan dengan Keputmsan Bupati sepanjang sesuai kewenangan vang
ada berdasarkan kestetituan Peraturan Perundang-undangan yang bedatou.

Bagan Keempat
Unit Pelaksana Tekois Dagrah Perlindungan Perempuan dan A

Pasal 34

bagi persmpuan dan anak
petlndungan khus
Teknis Da
(2] Pem ’EIJ.JF;
nak seb ﬁ i
Bupati = esiial kewenanpan vang ada berdassrkan Peraturan
Perundari, -undﬁﬁj an yang berlaku.
Bagian Kelima
Forum Anak
Pasal 37

|L) Sepanjang kewenangan yang ada scsuai ketentuan Peramiran Perundang-
undangan vang berlalu, Pemerintah Desrsh memfasilitasi pembentulizn
Forum Anak,

i) Sepanjang sesual ketentuan Peraturan Ferundang-undangan yang terlalog,
keanggotaan Forum Anak terdiri dari anak-anal yang berdomisili di Daerah
terdiri dari perwakilan anak-anak dari tinglat Kecameotan, Kelurahan [Tesa
yang mewakili semua kelompok enak berdasarkan minat, bakat dan/atsu



kemampuan anak-anak laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi termasuk
anak berkebutuhan khusus, anak minoritas dan adat.

(3] Forum Analk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan unhil memenuhi
hak anak agar anak dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan
umur dan  Lkematangannya, harkat dan martabat Yemanusiaan, serat
mendapat perlindungan davi kekerassn dan digkrimfnasi

{4) Dadum setiap penyusunan kebijekan yang teckait dengan anak, Pemerintah
Daerabh baru: moemperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak ¥ANE
disampaikan melalai Farum Anak.

(9) Kepengurusan Farum Anak ditetapkan melzlui Keputusan Bupati selaku
pembing ditingkat Daerah sepanjang svsuai kewenangannya berdasarian
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlak.

(6] Pendanaan penyelengearsat Forum Anak hersumber dari-

8. Anpgaran Pendapatan dan Belanja Dasrah; atau |
B. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sezual” dengan

ketentuan perataran pamindang-undangan. /

(7] Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) gﬂy

mulai darj tingkat Dacrah, Kecamatan Dan V&L

ﬁ | :

{1) Bﬂpanjaﬁ:;suaj ketentuan Peraturan Perundang-undangsn vapg berlskm,
_Hngkungan Layak Anak berupa infrastrikiur seperti

Jalan rays;

Jembatan:

Trotoar:

darana (ransportasi;

//

oTFop

Taman kota;
Kantin schat:
Lingkungan hidup yang hijau; dan

by |
1

i

Eetersediaan porangkat hukum yang mendukungnya.



(2] Scpanjang scsuai kewenangan yung ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlalni, Layak Anak schagaimana dimaksud pacda
ayat (1) dilalesanakan di tingkat :

Rukun Teranggs;

Fuloan Warga:

DesafKelurahan;

Kecamatan;

Dacrah; dap

dalam penyelenggaraan pelayanan sosial masyarakat diantaranya di bidang

pendidikan, kesshatan dan bidang leinnya.

SR L R TR~ S

Eagian Kedua
Ramah Anak
Pasal 39
{1] Sepanjang sesuvai hetentuan Peraturan Perundang-undangar g berlalng,
Famah Anak berupa kondisi non fisik suaty wilay el lip

o

]
gan seksama; dan
2| yang baik dan positif,
ketentuan Peratursn Perundang-undangan yang berlaku,
Ra"rix-a}l)/ﬂnalc scbagaimena dimaksud pada eyat (1) dilaksanakan pada

ifiglungan -
/ a. Rulun Warga;
k. Rulun Tetangea:
c. Desa/Kelurahan,
d. Kecamatan:
2. kelvarga; dan
I. penyelenggarasn pelayanan sosial diantarsnya pada bidang pendidikan,
keschatan dan lainnya.



{3) Bepanjang sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Famah Analk sebagaimana yang dimalisud pada ayat (1) dilaksanalksn pada
lingkungan *

a. Keluarga Ramah Anak;
b. RT Ramah Anal;

EW Ramah Analk;

Dezaf/Kelurahan Ramah Anak;

Kecamatan Ramah Anale

Sainan Pendidikan Ramah Anak:

Puskesmes Ramah Anal;

Klinik Ramah Anak; dan

Rumah Sakit Ramah Anals.

=l I | =

-

P
Bagian Ketiga
Kecamatan Layak Anak

Fasal 40
(1} Didalam mengoptimalkan Pemenuhan Halk-Af 4 Jmatan Le
Anak. IES
(2) Penyelenggaraan Kecamatarn-Layz i kdila " e Gugns Tugas

LA ditinglst Kecamatan,

1 Layak Anak membina dan melaksanakan hubumpan

. |
kerja samé rdﬂi& pebiksana pengembangan KLA di tingkat Desa/fKelurghan.

Bagisn Keempat
DesafRelirahan Layak Anak

Pazal 41

(1) Desa/Kelurahan Leyak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang
menyatukan homiimen dan sumberdaya pemerintah DesafKelurashan yang
melibatkan masyarskat dan dunia wsahe rvang berada di Desa/Keharzghan
dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormat hak-
hak anal, vang direncanakan secara sadar dan berkelanjutarn.

{2) Penyelenggaraan Desa ) Kelurahan Layak Anak dilaksanakan vleh Gugus Tugas
Kelurahan [Desa Layal: Anal.



{2) Gugus Tugas KLA membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan
pelzksana pengembangan KLA di tingkat Desaf Kelurahan.

Bagian Kelima
Schkolah Ramah Anak

Pasal 42
(1] Dalam rangka menyclenggaralan program wafib beiajar 12 jdus belas) tahun,
setiap sekolah wajib bertanggung jawab menghadickan situesi dan kondisi
yang layak anak.
(2] Setiap sekolah wajib menvelengraraken Pengembanpgan Sekolah Ramah Anak
yvang dilabultan secara bertehap serta berkesinambungan meliputi:
a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan ierlindungi:
b. terselenggaranya pembelajaran akeif, kooperatil, dan demokratil:
¢. perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi:
d. pendrapan nemma agama, sosial, dan budaya masyraralt
£. pembelajaran dengan kasih sayang dan pqrhaw{ﬁ-ﬁ ﬁ d
f. pembelajaran yang menyenangkan, efekti ' I’ = i jn 1 dan
E- | & 1Kl a0

penumbuhan Karakter berbams ; 'ﬂ 3
melakultan L'egm.tan:.ra n -r =1k :I::-n ...c 3 fegnler

/T% e Rl Anal

Eu,d Fasal 43
S-epanjang ai’f/ kewenangan yang ada berdasarkan ketsntuan Peraturan
F:‘rufﬁl;,ng—uudangan ¥ang berlaky, Pelayanan Kesehaten Ramah Anak

/dif(mpkra.n dissluruh pelayanan keschatan.

BAB X1
INDIKATOR KLA

agains dengan

Bagian Kesam
Indikater Kelembagnan

Pasal 44
Indikator KLA untul: kslembagaan, meliputi:
a. Peraturan Daerah tentang KLA!



b. penguatan kelembagaan KLA; dan
¢. peran lembaga masyarskat, media massa, dan duniz usaha dalam
Femenuhan Hal: Anak dan Perlindungan Khnsus Anale.

Beglan Kedua
Indikator KLA Hak Sipil dapn Kebebaspon

Paszal 45
Indikator KLA untuk bak sipil dan kebebasan sebagaimana dimsksud dalam
Pasal 24 ayat (1), melipudi:
a. Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
i ketersedinan fasilitasi Informasi Layak Anak {ILA): dan
C. pelembagzan partisipasi anals,

Bagian Kotiga
Pazal 4G

Inchkatar KLA Lingkungan Keluarga dan PeRgz
a. pencegahan perkawlnan anak; ‘

b. penguatan L:apas:ltas b
: q ﬂﬁ;;;gmnf:muu HI);

alternagf, dan

Bagian Kaempat
Indikator KLA Keschatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 47
Indikator KLA untuk kesehatan dasar dan kesejahteraan sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1), melipuhi:
4. persalinan di fasililas kKeschatan;
b. status gizi balita;
¢. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMEA) usia di bawah 2 (dua) tahon;
4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
¢. Lingkungan sehat; dan



{.  ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR| den larangan lklen, Promosi, dan
Epomzor {IPS) rokok.

Bagian Kelima
[ndilzater KLA Pendidikan, pernanfaatan Walkra Luang dan
Kegistan Budays

Fagai 48
[ndikator KLA untuk pendidilian, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliput:
a. wajik belajar 12 (dus belas) tahun;
L. Bekolah Ramah Anak [SRA); dan
¢. ketersediaan fasilitas untule keplatan budaya, kreativitas, dan rckreatif Yang
ramah anak.

Bagian Kellma
Indikator KLA P&r]indungan Khusus PJJT' Iu"f

Indikater KLA untuk petlindu ﬂ_ggaﬁf ] ma.kaud dalam
Pasai 30 ayat lll. tmalipy i 1

a. pelayanan !_r.kgplmtam

b. Anakyin Adk (PA) dan Beatuk-Bentuk Prkerjaan
L erbm'ukﬁ

¢, pelayana urbm pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat

Adiktif laitk epal, dan terinfelsi HIV /ATDS;

d. pdﬂyn.nﬁﬁﬁ anak korban bencana dan koallik;

/,c..-’[’:-c(l‘ayanan bagl anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terigolasi;
" I, pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang [PSM);

B penyslesaian kasue Ansk yang Berhadapan dengan Hukum (ABH] melalui
diversi (thusus pelaku); dan

h. pelayanan bagl anak korban jaringan tererisme dan stigmatizasi skibat dari
pelabelan terkait dengan kondisi oranyg tuanya.

BAB X1
FERAN SERTA



Bagian Kesatu
Peran Scrta Masyarakat

Fasal 50

(1) Masyarakat beorperan seria dalam Perlindungaty Anak, baik secara
persecrangan maupun kelompolk,

(2] Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dilakukan cleh :
A, OTANg perscorangan;

b

a.

b.

.

d. bcrpem

.

lembaga Perlindungan Anak;

<. lembaga kesejahteraan sosial;
d. organizasi kemasycrakatan;

e,
r
g

lembaga pendidikan;

- mediz masza; dan /

. dunia vsaha.

[3) Peran masyarskat dalam penyelenggaran Perlindungan Analt s haﬁjﬁa
dimeksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

memberikan informasi melalui sosialisasi dan ed -_
dan peraturan perundang-undangan teptap&r
memberikan  masukan  dalam-——Pe b
Perlindungan Anak;
melﬂpurkan L-:e

A reintegras: &ogial bapgl anak;
dan ikut bertanggungaval terhadap

penyelq ' 5 '

i. t'm:n]"E @ dan prassrana sérta menciptekan sussana kondusil

-

/

untuk gb h I{embang anak;

h rp‘-c:ran aktif dengan menghilangkan pelabelan negatil terhadap anak vang
mernjadi korban dalam keadaan yeng memenuhi persyaratan untuk
memperoleh perlindungan rthusus sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan

h. memberikan riang kepeda ansk untulk dapat berpartisipasi dan

menyampailan pendapat.

Bagian Kedua
Peren Serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Lembega Lainnya



Fasal 31
lembags keagamaan, lembaga swadaya masyarekat dan lembega latnnye
sepanjang sesual letentuan Peraturan Perundang-undangen yang berlaku,
berperan serta dalam penyeléngzgaraan KLA antara laim:
2. turut mengawasi dan berperan serta secars aktif stas terselengearanya KLA;
b. mensosializsasikan dan mengembangkan Hngkungan ramah anak; dan
C. peran masyaraiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] dilalazkan cleh orang
perseqrangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga sasial kermasyaralatan,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,
baden nsaha, den media massa.

Bagian Ketige
Peran Serta Media Massa -

Pasal 52

beriaku, berperan serta dalam penyelenggaraan KL - ‘ melalui
penycharhuasan informasi dan mager edulraﬂaii;g,n Srmgniaat de pek::(i};n/

/Duma umﬁ seslal ketentuan Peraturan Perundangundangan yang

berlalaa, I:nar stria dalam penyelenggarasn KLa dilakukan melaii:
a. kehijalkan pemsahaan yang berperapektil analk:;
B produk vang ditujukan untuk anak hanis aman bagl anak; dan fatau
¢. berkentribust dalamn pemenuhan Hak Anak melahi 1angeung jawab sosisl
perasahaan.

BAR XK
KOORDINASI

Pazal 54



Dalam menyslenggarakan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkoordinasi
dengan Instansi terkait sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentusn
Peraturan Perundang-undangan yang berlaln:.

BAB XI¥
PERLINDUNGAN KHUSUS

Eagian Kesat
Umum

Pazal 55
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jewab untuk memberikan

petlindungan khusus kepada anak.
(2) Perlindungan Khusus scbagaimans dimaksud ayat [1) dibarikan kepada/

Anak dalam situasi darurat: -
ABH;

Anak dari kelompok minoeltaz dan terisolasi:
Anak yang dieksploitasi secara «konomi das i
Anak yang menfadi korba penyalang

EE L =

Pﬂhl{ﬂtl'ﬂpika* dan mat adilegr kit .:

Anal yang menjadt ..J:“ :

& anakdeﬂn xths; i e
| o

h. A 2 .

1 PELE ﬂ',‘fa.n,-’ataupcrdagangan;

b

l.  Apaf Fenyandang Disabilitas:

- Anak kerban perlakuan salah dan penelantaran;
/: Anak dengan perilaku sosial menvimpang dan
0. Anabk vang menjadi korban stipmatisasi dari pelabelan terkait dengan

kondisl Orang Tuanya.

Bugian Kedua
Frinsip Perdindungan Khusus Anak

Pasal 56



e

{1} Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlalatan Salah dap Penelantaran
sehagaimana dimaksud dalean Pasal 55 ayat [2) hurmf m dilskuken melahsi
pengawasan, pencegahan, perawstan, den rehsbilitasi cleh pemerintah dan
masyarakat.

(2) Setlap orang dilarang mencmpatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam situesi perlakuan  salah, dan penelaniaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian K=uga
Perangkat Parlindungan Khusus

Pasal 57
Femerintah Dagrah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam mcmhe:lﬂsm/
perlindungan khusus kepada anak belerjazama dengan Kaluarga danrThstansi
turkait yeng mempunyal kewenangan berdasarkan ke Peratuiran
Perundang-undangan yang berlaku,

mahggung  jawab untul  memberilean

b. Ana g'Berhadapan dengan bulum:
dari kelompol minoritas dan terisclasi;

C.
/inak tereksploitasi secaru ckonomi dan fatau seksual;

2. Anak yang diperdaganglean;
. Anakt yang menjadi korban penyalahgunaan Narhotila, Alkohal,
Psilootropika, dan Zat Adikiif lainnya (NAPZA);
g Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
b Anak korben kekerasan baik fisik dan/fatay raental;
i. Anak yang menyandang cacat; dan
J- Anak korban perlakuan salah dan peoeslantaran.
[2) Peran orang tua dalam mendampingi anak yang membutuhlen perlindungan
khuzus anak dilakukan dengan:



a. perah kasih sayang;

b. bersikap smpati kepada anak;

c. ddak menghakiomi;

d. kesiapan dan kesabaman unnik mendengar; dan

e kesamaan pandangan dan sikap kedua orang tua kandung atawg wali.

Eagian Kelima
Anak dalam Situssi Darurat

Fasal 50

(1) Anak dalam situasi derurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat {1)
huruf & terdid atas -

a. Anak yang menjadi pengungst;

b. Anak korban kerusuhan; /
¢. Anak korban bencana elam; dan

d. Anak dalam situasi kenflik bersenjata.

(2] Perlindungan EKhusus bagi Anak yang Menjadi PéEtyngnedi ebwh;//

humanitey,

[3) Perlindunean Yhusus bf%ﬁﬁ : qufialy, Rotrtam bencana, dan
: r%c F:Ls ANanA €

Anak dalam situasi )

ng terdiri atas pangan, sandang,
~Tesehatan, belajar dan  berekressi, jaminan
,,f/ oea rmae samaan perlakuan; dan
b. pcm-:rru butuhan khusus bagi analk yang menyandang cacat dan
a yang mengalami gangmiah psikosoatal,

Pasal 60

I1) Peelindungan  Khusus bagi Anak  yang berhadapan dengan  hukum
sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 58 ayat (1) hurul b melipati Anak yang
berkonllik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, merupakan
kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Dan Masyaralat,

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang bethadapan dengan hulium dilakulkan
malalai
2. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-

hak anak;



penycdiaan petugas pendamping khusus snok sejak din;
penyediaan sarana dan prasarana khusus,
penjatuhan sanksi vang tepat untuk kepentingan yang terbaik bag! anak;
pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anale
yang berhadapan dengan bukum:
f. pemberian jaminan untule mempertahanian hubungan dongan orang s,
atau keluarga; dan
g perlindungan dati pemberitaan identitas melalui media massa dar untuk
menighindari labelizasi.
13) Perlindungan  Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana
sebagalmana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
4. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembags;

a f oo

o

untuk menghindari labelisasi;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masss dan/

¢. pembetian jaminan keselamaten bagi saksi korban dan sabsi 1, bail:
fisik, mental, maupun zosial; dan '
d. pemberiany  aksesibilitas untuk mendape
petlcembangan perkara.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai pel
da engilauti ket
pada ayat [2) mengi ;5;:;1 e

I'l’ﬁfmffaa_u Markotika, Alkohol,
an Zat Adikul Lainnya

) Pa=al 61
{IJFerEudn’ﬂE;n khusus bagi anzk yang menfadi korban penvalahgunaan

/f"ﬁfrkntiha, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya |NAFPZA), dan terlibat

dalam produksi dan distribusinya seboagaimana dimsksud dalam Fasa] 56 ayat
(1) huruff, dilakukan meialui upaya pengawasan, pencegahan, perawaten, dan
rehakbilitasi oleh Pemerintab Dan Masyarcalat.

(2] Betiap orang dilarang dengan scngaja menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam penyalshpanaan, produksl dan distribusi
napza sehagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Ketuyjuh
Anak yang Menjadi Korban Partiograli




Pasal 62

{1} Setiap crang wajib malindung Anak dan pengaruh pornoprafi den mencegah
aksca Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

(2) Perlindungan Khusus bagl Analc yang menjadi korban pomografi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat [2) hurf 1 dilaksanakan melalui upaya upaya
pembinazn, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fizik dan
mental,

(3) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan merital
dilaksanalkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Analk dengan HIV/AIDS

Pasal 63
Perlindungan Khusus bagi Anak defigan HIV/AIDS dilak
peigawazan, pencegahan, pengobatan, perawatan, d

Anak yang Diekspoli
e
(1) Pcr]jndﬁ'ng’ﬁ \
seksual se 1rna.1muﬁ dalam Fasal 56 ayat (2] huruf d merupakan

kewajiban/d ﬁmh Femerintab Dan Masyaraskat.

2] Per]Wsua Anek bagi Anak yang dichsploitasi secara ekonomi
datdatdll seksual dilakulcan melalui:

_~"a, penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuon Peraturen Perundangan-
,.,r"’" undangan  yang  berkallan dengan perlindungan  anak  yang
dieksploitas! secara elkonomi dan /atan seksual;
b. pemantavan pelaporan dan pemberian sanksi: dan
C. pelibatan Derbagal dupia usaha, serikat pekeria, Lembaga Swadaya
Masyaralat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap
Anak secara ekonomi dan/atan seksnal,

Bagian Kesepuluh
Anak Kerban Penculikan, dan/ataw Perdagangan



Pasal 65
Perlindungan Khusus bagi Anak lorban penculilan, penjualan, danfatau
perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa) 56 ayat (2] huruf h dilaloalcan

melalui  upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi,

Bagien Kessbelas
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Paikis

Pazal 65

Perlindungan Khusus begi Anak korban Kekerasan fizik dan /atau pailis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 56 avat [2) hwut | dilaltukan melahs
upaya:

4. penyebarinasan dan sosiallsesi keteniuan peraturan parundatg-und

yang melindungi Anuak korban tindaic Kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi,

Petlindungan
dimalr

edukasi
b. rehabilitagi

¢. pendam
d.

psikososial pada saat pengobatan sampai pemulibhan; dan
pedlindungan dan pondampingan pade setiap lingkat pemertksaan
_ mulai  dari  penyidikan, penuntutan, sampal  dengan pemétrikesaan
.~ disidang pengadilan.

Bapglan Ketigpabelas
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 68
Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitasi sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) hurur 1 dilakukan melalui upEYya
£ perlakuan Anak sccara manusiewl sesual dengan martabat dan Hak Anak:



k. pemenuhan kebutuhan khusus;
perlakuan yang sama dengan Anak lainnyz uniuk mencapai integrase sostal
sepenuh mungkin dan perngembangan individu: dan

d. pendampingan sosial.

Bagian Kesmpatbelas
Anal: Karban Perlakoaan 8alah dan Fenelanlaran

Pasal 69
Perlindungan Khusus bagi Anak kerban perlakuan salaly dan penslantaran
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2] huruf m dilakukan inelalui upaya
pengawasan,  peticegahan, perawatan, konseling, rehabilftasi =ogial, dan
pendampingan sosiul,

Bagian Kelimabelas
Anak dengan Perflalu Soagial M{rn}ri.mpang

Faszal TG
Perlindungan EKhuisus bapl Anak lmﬂ:aan [b:
sebagaimana dimaksud dalam Pa al- |
bimbingan nilai agama I
ptndampmgan 8050 //
_,f‘*"
T - & .’ Emﬁnmemm
—
- I Pazal 71
(1) Sepa_ufjang’"{ae;uai kztentuan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku,
argaan diberikan kepada Hecamatan, Desa Atau Kelurahan Tang
- T memenuhi persyaratan penilaian ssbagai Kecamatan Desg /Kelurahan Layalk

Analk.

(2} Sepanjang scsuai ketentuan Peraturan Ferundang-undangan yang berlalou,
penghargaan diberilzan kepada zetiap Orang, Dunia Usaha atay lembaga yang
melaksanakan kewajiban sasuai dengan Peraturan Dasrsh ini.

(3) Sepanjang sesval kewensngan vang ada berdasarkan ketentuan Peraturan
Ferundang-undangan yang berlaku, Penghargaan schagaimana dimaksud
pada Ayar (I) dan Ayat (2] diamr Isbih lanjut dalamn Peraturan Bupati,



EBAB AVI
FENDAMAAN

Pasal 72
Pendanaan delam rangks implementas: KLA sepanjang memenuhi persyaratan
sesuai lawenangan yang ade berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
uhdangan hersumber dari +
8. Anggaran Pendapaisn dan Belanja Daerah; dan/atau
b. suinber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.
BAB XVTI
LARANGAN /
Pasal 73

{1] Setiap penyelenggaraan usaha yang aktifitasnys, dapat mengfanggy banbuh
kembang Anak dilarang menerima pengunjung Angle”,

(2} Setiap penyelenggaran holel, motel, losme Faha, WEsIA, parivisata, runwh/’/
leos dan kegiatan usaha sejmia}ﬂmﬁ// A iy kepadd Anak
taapa didamping olch Orapg 15 s el vang Tolsh dewase atau
gurnd pendampi periHIFewng fawab : -feleksanakan kegiatan
sekolah atan- i intlys S

3] EE"L‘& ',u:_ = '! AVATI AR INTernet,. permainan kt.‘:tﬂngkﬂsa.n dan

_ A&jmi .-.. '51 Apal yatig berbasis teknolog informasi dan kamunikasi
;*‘f Ininnya ill ANE.AT wﬁﬁu; Anak yang memakal seragam scltolah dan ketika
Jarmn se I %gsung.

[4) Setigp-pelaku usaha warng dan usabha kuliner dilarang meperima dan
~melayani konsumen Anak pada jam sekolah tanpa didampingi oleh Orang
J__,,-f""'f Tuanya/KEeluarga/ Wali yang telah dewaza atau rabighl
pendamping/penanggung jawab dalam ranglks melaksanakan keglatan

sebolah atav kegintan lainnya.
(5) Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2), syat (3) dan ayat (4)
dilaksanalkan sepanjang sesus] ketentuan Peraturan Perundang-undungan

vang berlaku.

BAR VI
SANES] ADMINISTREATIF



Pasal 74

(1) Sanksi administratif benipa teguren tertulis sopanfang memenuhi persyaratan
sesual kewenangan vang ada berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, diberikan kepada getiap Orang Atau Pelaken Usaha
yang dalamm kegiatan usahanya tidak memenuhi kewajiban sebagaitmana
dimaksid daiam Pasal 53;

[2) Apabila sanksi administratif berupa teguran tertulis sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah diberikan sebanyak 3 (tga) kali berturut-hreat tidak
diindahkan, maka Pemerintzh Dacrgh SCpAnjang memenuhi persvaratan
sesnai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan Peratucan Ferundang-
undangsn yang berlaku, dapat menjatuhkan sanks] administrasi berupa
denda denfatau penghentian sementara usahs sampai  dipenuhbinyg
kewajiban sebagaimana dimaksud dslam Fasal 53;

(3l Sepanjang sesuai ketentuan Persturan Perundang-undangan yang berl
sanksi administratif, Sanksi administrasi berupa denda
dimaksud pada ayat {2) paling banyak Rp 35.000.000 (ti

ripiah): dan
(4} Hasil pengensan sanksi sebagaimang d
Daerah.

(1) Pelaku u H va tm:lak mematiihi ketentuan
sebagzalm 51: dil:ln

agsvai ke :
undan g? alct, dikenai sanksl administratif berupa teguran teraulis,

(2] Apabila teguratl tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilekukan
5€ 3 (tiga) kait berturut-turut tdak diindabkasn, Pemnerintah Dasrsh
sepanjang memenuhi persyaratan sesizad kewsnangan yang ada berdasarkan
ketentuan Patraturan Psrundang- undangan yang berlaku dapat menfatuhkan
sariksi administrasi berupa denda dan/atau pencebutan izin ussha sesua
dengan Peraturan Perundang-undangan.

i?) Sepanjang scsuai kelentuan Persturan Perundang-undangan yang betlal,
denda sebegaitnana dimaltsud pads ayat [2) paling banyak Rp. 50.000.000
(lima pululr juta rapizh).

(%) Hasil pengenaan sanksi ssbagaimana ditnaksud pada ayat (3] diseter ke kas
Dasral,




BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76
Sepanjang sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku,
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ind dibentuk paling lambat 1 (satu)

tahun sgjak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak rangeal divndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember,

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Apri€ 2023

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember |
pada tanggal 1L AP” 2023 Tid

4 HENDY &

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 40-1/2023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 1



e

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMEBER
NOMOR _ ... TRHUN 2022
TENTANG
HABUPATEN LAYAK ANAL

I. UMUM

Setiap atrak mempunyai hak hidup, mimnkuh, berkembang dan berpartisipasi
Fecare wajar sesuai dengan hak dean martabat kematiusinan, serta mendapat
perindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maks tumbuh keinhang anak
harus dilakvkan pada linglungan yeng kendusif dan terlindungl dari segala
behaya/bentuk perlakuan salah dalamn bentul pengasuhan yang optimal
mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh dari semug slemen yarakat.

Ketentuan Undang-Undang Memor 35 Tahun 2014 tem Perabahan

Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2002 tentan & '- durgan Analk -~
mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal yang pe ‘ﬂ 3 “? A, Peﬁr’tf;ua.
penghormatan dan perealisasian hak ALTa -E y Lol i bk sebagal bagian
dari hak asasi manusia SEBEM (AT e i- : Ad-THertabat manusia,

- h

li tewsiiban dan bertanggung
ganrAnak didaerah dalam rangks

Kedua selain Pern=rin Fenerly

jawab pula ap A indy
yﬂﬂum\{;i@ﬂ : 4:: J__gprtﬁﬁindung&n Anak.

Anak ad l'l b gsa dan gencrasi penerus cita-cita bangsa,
selingea seti ?ltb ";t;skelangsungan hidup, turnbuh, dan berkembang,
berpartisipas! berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan

diskrimi serta hak #ipil dan kebebasan meskipun Undang-Undang Notmuor 39
Jediun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumican tentang Hak Anal,

/’,/" pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, Keluarga, Masyaralkat

dan Pemerintah untwk memberikan perlindungan pada Anak masih memeriulean
suaty Peraturan mengenai perlindungan Anak sebagal landasan yuridis begi
pelaksanzan  kewajiban dan tanggung jawab  tersebur, Dengan  demikian,
pembentukan undang-undang ini didesarkan pada pertimbangan bahwa,
perlindungan Anal: dalam segals aspekwmya merupakan bagian dari kegiatan
Pembangunan Nasional, khususnya delam memajulean kehidupan berbanpzs dan
beroezara.

o



Guna merjamin, melindung! dan memenabi halc-hak Anak agar dapat hidup,
tumbuh dan berkembang dan berpartisifasi secara optimal sesuai dengan harkat
martabat kemanusiaan, maka perlu dilaloukarn upa¥a-upaya perlindungan. Agar
upaye perlindungan terhadap Anak dapat mempetnleh hasil yang optimal, periu
adanya system penyelénggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus
Anak yang melibatkan lintas pemangkuy kepentingan batk Pemerintah, Masyarakat
Dan Dunia Usaha,

Pergturzn Dacrah tenteng KLA menjadi penting untuk dibeptalk dan
diimplementasikan wntuk membangun sistem pembangunan berbasis Hek Anak
melalui  pengintegrasian komitmen dan  sumber daya seluruh  pemangku
kepentingan delam Pemenuhan Mak anak dan Perlindungan Khusus Anak dan
Peraturan Daerah ini bertujuan sebagsi acuan penyelengraraan KLA dan Sistem
Perlindungan khusus Anak Anak serta untuk terlaksananya Komitmen bersama -
Pemerintah Kabupaten dengan Orang Tua, Keluargs, Masvarakat, Dunia U
dan Fotum Anal Adapun bentuk dard kewajiban dan tanggung jawab rintab
Daerah adalab disntaranya mewujudkan KLA. Di delam pe enpearaan KLA
maka prinsip-prinsip penyvelengearaan KLA wajib diad pes ' C&. digkriminagi, e
kepentingan  terbmik bagi Anak, hak  hiddi K" agsungan  hidup

perkerabangan, dan menghargai P&ﬂggn hi =

Heriirdungan Khusygs

Strategi penyelengarzan E:em"rr b_-!. ! :
KY€ dalam setiap lepiatan

Anek dilakzanokan de .. SThiri

pembangunen va AN prrgncanadhn, proganggaran, pelaksanaan,

]}E.']]']E.I’l MTAD =rhafal Peraturan Perundang-undangarn,
,,l'z'-tbuakan pr ta.,nd gan menerapkan prinsip kepentingan terbeilk
/ Anak, F'-: h-erkewapban mengintegrasikan kebifakan, program
dan Il:egm unga.n finak ks dalam perencanaan pembangunan Daecsh

serta wajiban melaksanakan kebijakan, program dan kepiatan perlindungsn
#&nﬂfﬂd;n( rangha Pemenuban Hak Anak dan Perlindungan Khusus Ansk 4
r_,.r-”ff Lacrahnya.
Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban Orang Tua,
Kehiarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah merupakar ranghaian kegiatan yang
dilaksanakan secara terus meneris demi teflindunginya hak-hak Anak
Rangkaian Regiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin
pertumbiuhan dan perkembangan Anal, baik fisil, mental, spiritual maupun .
sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewyjudkan kehidupan terbail: bagi
Anak yang diharapkan sebagai pcnerus bangsa yang petensgial, tanpruh, memiliki



nasionalisme yang dijiwal cleh akhizk mulia dan  niled Pancasila, serta
berkemanan keras menjaga kesatuan day persatuan bangsa dan negara,

II. PASAL CEMI PASAL

Pasg] I

Cukup Jelas Pazal 2

Culivp Jelas Pasal 3
Yang dirnaksud dengan asas tata kelola Pemerintahan yang bail, adalzh
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbubazn inforrmasi dan
supremasi hukium dalam Pemerintahan.
Yang dimalsud dengan asas non diskriminasi, adalah tidak membedakan
suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan,
status ekonomi, kondisi fisik, mental mavpun psikis Anal.
Yong dimaksud dengan asas budaya dan kearifan jokal, ada
positif manusia dalam berhubungan dengan
sekitarnya, dapat hersumber dari nilai-nilai agan

lingkungamn
t, petuizh

s slamj

dizekitaroya.
Yang dimaksud

iE Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
» yakni menjatun hak untuk hidup, kelangsungan

dinaksud dengan asas penghargaan terhadap pandangen Analk
adalah mengaloni dan memastikan bahwa setiap Anak yang memliki
kermmampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan
untuk thengekspresikan pandangannys sccara bebas tethadap segala
sesuatu hal vang mempengaruhi dirinya.
Fasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal &
Culup Jelas



" cukupJ ﬁ}

_.‘___,.,--'

Pasal T

Cukup Jelas
Pasal &

Culup Jelasg
Pasal &

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Paszal 11

Cukuap Jelas
Paszal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

cukug Jelas
FPaszal 15

Culup Jelas

Pazal 16
Culcup Jelas ﬂ
Pagal 17 ! 1

on Je
Pas |

Pasgal 19

Culoupdins
/@W?

Cukup Jelas
Fasat 21

Culkup Jelas
Pasat 22

Cukup Jelas
Paszal 23

Cukup Jelas
Pagal 24

Cukup Jelas



Pasal 25

Culuap Jelas

Pasel 26
Ayat (1)
a‘i

.-

—_

f"’;/
/

Ayat (2}

. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

. Hak berpildir, berhati nurani,

f.

Hak atas identitas

Memagtiltan bahwa selunth anak tercatat dan memiliki butipan akta
kelahirannya se¢sepera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab
negara atas nama dan kewargancgacean anak (iermasuk tenpgal
kelahiran dan silsilahnyal; menjamin penyelenggarsan pembuatan akta
kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga
tingkat desa/kelurahan.

Hak perlindungun identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan
terhadap anal:, sepertl perdagangan ovang, adopsi ilegal, manipulasi
usia, manipulasi nama, atau pengoelapan asal-usul serta pernuliian

identitas anak sesuaj dengan keadaan sebenarnya sebelum tmjadin}rg_,ﬂf .

kejahatan terhadap ansl tersebut, dan meomberikan jami
pricrivas anak untuk dibesarkan oleh orang manya sendir,

maang bagi

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan
anak untuk dapat mengeluarkan pendapa
merdeka sesuai keinginannya. P

Jarminan bahwa anak diberi

]
- -

inan ba corang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya,
atag Jdigkspas ke publik tanpa ifin dari anak tersebut atau yang akan
menggangeu tumbuh kembamgnya.

#,,gr’ﬁd-tﬁk akses informesi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informas] mematahl ket=ntuan tentang kriteria
kelayalzan informasi bagi anak;, ketersediaan lembaga perijinen dan
pecogawasan; dan penyedisan fasilitas dan sarana dalam jumlah
memadai yang memungkinkan anak mengakses lavanan informasi
SeCArA gratis.

Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak
manusawi atau mersndahkan martabat manusia

Jaminan bahwa setiap anak diperlakulzan secara manusiavl tanpe.
adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan
hulkcarmn.

Cukup . Jelas

-

-
spresi secara -7
o



Ayat (3)
Culcup Jelas

Pasal 27
Culiup Jelas

Pasal 228
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (3) Huruf 4

Pendidikan Inklusil adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur zgar
difabel dapat dilayani disekoiah tardekat, dikelas reguler bersama-sama tarnan
seusianya, Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama
dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa rerkecusli
difabel,
Pendidikan inklusif bertujuen untuk menyatukan atau renggab

pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalem satu sister e baga
pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatulan kek BETTILLA,
Pasal 30
Huruf b
Pendekatan restorative justica ¥ ebih
bangan bagi

menitik-beratkan padj/lgl;: :
pelaku tindak pid

54
)ﬂa Cukup Jalas

Pazal 35

Cukup Jelas
Pasgal 35

Culup Jdelas

Pasal 37

Cukuyp Jelas
. Paszs] 38
Cukup Jelas



Faszg| 39
Culnip Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Fazal 41
Cukup Jelas
Fazal 42
Cukup Jelas
Fasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Culkup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pazs] 46
Culap Jelas
Basal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Culkup Jelas

Pasal 49
Cukup J-:/Ia/

Pasal 50

Culoup Jalag

Paza] 54
Cukup Jelaz

Pagal 55
Culkup .Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas



Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Ayat (2) buruf b

Empat{ adalah kimampuan dengan berbagai definisi yang barbeda yang
mencakup spelfttrum yang luas, berklsar pada orang lain yang menciptakan
keinginen untuk menclong sesama, mengalami emosi yang serupz demgan
¢mosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain raselean dan pikirkan,

Pagzal 59

Cukup Jelas
Paszal &0

Cukup Jelas
Fasal 61

Cukup Jelas
Facal 62

Cukup Jelas
Pazal 63

Cukup Jelas
Fazal 64

Culup Jelas
Paszl 63

Pasel 69

Culczp Jelas
Pasal ¥{

Cukup Jelas
Pasal 71

Cukup Jelas
Pasal 72

Culup Jelas
Pazal 732

mengaburkan garis antara diri dan erang lain,
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